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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, 

yang pertama itu perihal atau cara melayani, yang kedua itu usaha melayani 

kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), dan yang ketiga itu 

ialah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. 

Pelayanan pada dasar-nya adalah cara melayani, membantu, menyikapi, 

mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok 

orang (Haerana & Burhanuddin, 2022).  

Pelayanan publik merupakan salah satu pekerjaan  yang harus 

dijalankan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap 

Masyarakat (Erlianti, 2019). Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi 

utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks 

pemerintahan modern, pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel 

menjadi tuntutan yang semakin mendesak. Salah satu aspek penting dalam 

pelayanan publik adalah transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah dalam 

menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh 

masyarakat. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa 

pelayanan publik bisa diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang dan jasa, maupun 
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pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

(Amhas, 2018).  

Transparansi adalah salah satu pilar utama dalam pelayanan publik 

yang modern (Putri, 2018). Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat 

mengakses informasi yang jelas dan akurat mengenai layanan yang mereka 

terima, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan mereka terhadap 

pemerintah. Transparansi juga berperan penting dalam mempromosikan 

akuntabilitas dan integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik 

korupsi. Secara global, banyak negara telah mengadopsi standar transparansi 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa proses 

birokrasi berjalan dengan efisien dan terbuka. 

Di Indonesia, penerapan transparansi dalam pelayanan publik telah 

menjadi prioritas utama pemerintah (Irmawati et al., 2022). Kebijakan ini 

adalah bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk 

menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien, responsif, dan dapat 

dipercaya oleh masyarakat. Salah satu sektor yang sangat diperhatikan dalam 

penerapan transparansi adalah sektor pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

Pemerintah telah mengadopsi berbagai inisiatif untuk mendigitalisasi layanan 

ini, dengan harapan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi, mempercepat 

proses pelayanan, dan mengurangi potensi terjadinya korupsi (irawan andri, 

2018). 

Sejak dikeluarkannya Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

otonomi daerah yang kemudian diperbaharui dalam undang undang nomor 23 

tahun 2014, membawa dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem 
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pemungutannya yaitu adanya sebagian besar kewenangan yang sebelumnya 

berada pada pemerintahan pusat diserahkan kepada daerah otonom (Ahmad et 

al., 2021). Salah satu sektor pelayanan publik yang memiliki peran strategis 

adalah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan 

bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang 

signifikan dan menjadi pilar utama dalam pembiayaan berbagai program 

pembangunan daerah (Christofel Kifli Madundang, 2014). Oleh karena itu, 

penting bagi setiap pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses 

pembayaran pajak kendaraan bermotor berjalan dengan efektif, efisien, dan 

memenuhi harapan wajib pajak. 

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan 

asli daerah yang yang sangat signifikan. Pajak yang diterima dari kendaraan 

bermotor tidak hanya untuk anggaran daerah akan tetapi juga berperan dalam 

mendanai berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada 

kesejahteraan Masyarakat. Oleh sebab itu, optimalisasi penerimaan pajak 

kendaranaan bermotor menjadi salah satu prioritas penting diperhatikan oleh 

pemerintah (Ringan, 2023).  

Di Indonesia, Pembayaran pajak kendaraan bermotor ditangani oleh 

instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui kantor 

Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau dikenal dengan 

sebutan kantor samsat ( Krisnadeva & Merkusiwati dalam Chaerani et al. 

2024). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang signifikan dan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi 

kinerja pelayanan publik. Pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak hanya 
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berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga 

mencerminkan efektivitas pelayanan pemerintah dalam mengelola 

administrasi pajak yang transparan dan akuntabel. 

SAMSAT merupakan suatu organisasi publik yang memberikan 

pelayanan dalam hal pajak kendaraan bermotor dan pajak balik nama 

kendaraan bermotor (Ising & Damayanti, 2015). Kantor Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan sebuah instansi yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, 

kantor SAMSAT mempunyai peran yang sangat strategis, baik bertugas 

menjadi pelayanan yang baik kepada Masyarakat agar proses pembayaran 

pajak berjalan lancar, cepat, dan mudah. Akan tetapi, kantor SAMSAT ini juga 

bertugas untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dalam kesadaran dan 

kepatuhan dalam pembayaran pajak secara rutin. 

Kantor Samsat Ogan Ilir 1 Bapenda Sumatera Selatan adalah salah satu 

unit pelayanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor di wilayah Ogan Ilir. Kantor ini telah menjadi fokus studi 

kasus untuk mengkaji implementasi transparansi dalam pelayanan publik. 

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk 

meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan di kantor ini. Beberapa 

inisiatif tersebut meliputi implementasi sistem digital, peningkatan akses 

informasi bagi masyarakat, serta pelatihan bagi petugas pelayanan untuk 

memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip 

transparansi dalam pekerjaan mereka. 
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transparansi merupakan salah satu komponen utama dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (irawan 

andri, 2018). Menurut Dwiyanto transparansi dalam pelayanan publik dapat 

diukur melalui tiga indikator utama, yaitu keterbukaan proses, kemudahan 

akses, dan keterbukaan regulasi. Keterbukaan proses mencakup publikasi 

proses, persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur yang ditempuh dalam 

pelayanan publik. Kemudahan akses berarti informasi harus tersedia dalam 

format yang sederhana dan dapat diakses melalui berbagai media. Keterbukaan 

regulasi mengacu pada aturan dan prosedur pelayanan yang sederhana, 

langsung, dan mudah diterapkan. 

Dalam konteks pembayaran pajak kendaraan bermotor, transparansi 

memegang peranan penting. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, dan keberhasilan 

dalam pengelolaan pajak ini dapat berdampak langsung pada pembangunan 

daerah. Namun, pelayanan publik di bidang ini masih menghadapi tantangan 

dalam hal transparansi, terutama di tingkat lokal, seperti yang terjadi di Kantor 

Samsat Ogan Ilir 1 Bapenda Sumatera Selatan. 

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya 

aksesibilitas informasi. Informasi mengenai prosedur, tarif, dan persyaratan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor sering kali tidak tersedia dengan mudah 

atau tidak disampaikan dengan jelas kepada wajib pajak. Hal ini menyebabkan 

kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin memenuhi 

kewajibannya. Misalnya, masih banyak wajib pajak yang mengeluhkan 

kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru mengenai 
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proses pembayaran pajak, baik melalui situs web resmi maupun di kantor 

Samsat sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Pemetaan visualisasi bibliometrik 

Berdasarkan hasil analisis literatur yang divisualisasikan melalui peta 

metadata menggunakan perangkat lunak VOSviewer, terlihat bahwa penelitian 

tentang pajak kendaraan bermotor banyak membahas isu-isu seperti "kualitas 

pelayanan, efisiensi, dan kontribusi pajak terhadap PAD. Namun, aspek 

transparansi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor belum 

menjadi perhatian utama. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam literatur 

yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya 

cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi kepuasan 

wajib pajak atau efektivitas layanan. Sementara itu, dimensi transparansi, yang 

melibatkan persepsi wajib pajak terhadap keterbukaan informasi, kejelasan 

prosedur, dan akuntabilitas petugas pelayanan, masih minim pembahasannya. 
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Selain itu, visualisasi metadata menunjukkan bahwa penelitian-

penelitian sebelumnya sering membahas topik seperti reliability 

responsiveness, dan customer satisfaction sebagai bagian dari kualitas 

pelayanan. Namun, transparansi yang sebenarnya menjadi elemen kunci dalam 

menciptakan kepercayaan publik justru kurang disorot. Penelitian sebelumnya 

juga cenderung fokus pada tingkat makro, seperti kebijakan nasional atau 

provinsi, sehingga belum menggali isu-isu transparansi di tingkat lokal. 

Padahal, pelayanan publik di tingkat daerah, seperti di Kantor Samsat Ogan 

Ilir, menghadapi tantangan yang unik, seperti keterbatasan sumber daya, 

tingginya resistensi terhadap perubahan, dan rendahnya literasi masyarakat 

mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. 

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai masalah terkait 

transparansi di pelayanan pajak kendaraan bermotor, seperti kurangnya 

keterbukaan informasi tentang prosedur pembayaran pajak, sistem pelayanan 

yang tidak efisien, serta munculnya permasalahan seperti percaloan dan 

pungutan liar. Isu-isu tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpuasan 

masyarakat tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Di sisi 

lain, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi melalui 

penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi layanan pajak online. Namun, 

implementasi di tingkat lokal sering kali tidak berjalan optimal akibat berbagai 

kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan 

petugas, dan resistensi terhadap adopsi sistem baru. 
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Tabel1. 1Tabel Permasalahan Transparansi 

Aspek Transparansi Permasalahan yang Ditemui Dampak 

Akses Informasi Digital 

Tidak tersedia website resmi 

untuk mengakses informasi 

public 

Masyarakat kesulitan 

memperoleh informasi 

yang dibutuhkan 

Publikasi Data 
Minimnya publikasi data dan 

laporan secara berkala 

Rendahnya akuntabilitas 

dan keterbukaan 

informasi 

Saluran Komunikasi 

Terbatasnya saluran 

komunikasi antara lembaga 

dengan masyarakat 

Komunikasi satu arah dan 

kurang responsive 

Keterbukaan Proses 

Informasi terkait proses 

pembayaran sudah tersedia 

namun belom optimal 

Masih banyak 

Masyarakat kebingungan 

dalam melakukan 

pembayaran 

Dokumentasi 
Dokumentasi kegiatan dan 

program yang tidak lengkap 

Sulitnya evaluasi dan 

monitoring 

Media Sosial 

Belum optimalnya 

penggunaan media sosial 

sebagai sarana transparansi 

Jangkauan informasi 

terbatas 

Layanan Online 
Belum tersedianya layanan 

online yang memadai 

Pelayanan masih manual 

dan kurang efisien 

Sumber : Diolah penulis, (2025) 

Berbagai permasalahan transparansi sebagaimana teridentifikasi dalam 

tabel di atas menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang perpajakan kendaraan 

bermotor. Permasalahan-permasalahan tersebut saling berkaitan dan 

membutuhkan pendekatan komprehensif untuk mengatasinya. Oleh karena itu, 

diperlukan kajian mendalam untuk memahami akar permasalahan dan 

mengembangkan solusi yang tepat sasaran. 

Kantor Samsat Ogan Ilir sebagai lembaga pelayanan publik 

memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana transparansi 

diterapkan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta 
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bagaimana hal tersebut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap layanan. 

Pemahaman ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki 

implikasi praktis yang signifikan. Dengan mengidentifikasi celah dalam 

transparansi dan faktor-faktor yang memengaruhinya, penelitian ini dapat 

memberikan rekomendasi strategis bagi Kantor Samsat Ogan Ilir untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang dinamika transparansi dalam pelayanan publik, 

khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengisi celah dalam literatur dengan menyajikan analisis berbasis 

konteks lokal yang dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun 

praktis. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu mendukung upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi bukan hanya menjadi 

alat untuk menciptakan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi fondasi bagi 

terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 

maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat transparansi dalam pelayanan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor di Kantor Samsat Ogan Ilir 1 Bapenda Sumatera 

Selatan? 
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2. Apa yang harus dilakukan agar tranparansi bisa terjaga di Kantor 

Samsat Ogan Ilir 1 Bapenda Sumatera Selatan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dapat dikemukakan 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis tingkat transparansi dalam pelayanan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Ogan Ilir 1 Bapenda 

Sumatera Selatan. 

2. Untuk menganalisis apa saja yang harus dilakukan agar transparansi 

bisa terjaga di Kantor Samsat Ogan Ilir 1 Bapenda Sumatera Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diharapkan skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi : 

1. Manfaat Teoritis 

Harapannya hasil  dari penelitian ini dapat memperkaya kajian literatur 

ilmiah tentang transparansi pelayanan publik dalam konteks pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. khususnya dalam konteks kantor 

SAMSAT Ogan Ilir 1 Bapenda Sumatera Selatan. Penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan ilmu dan menjadi pengembangan pada bidang 

akademis dibidang administrasi publik secara khusus serta dapat menjadi 

rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan Dapat menjadi bahan masukkan 

mengenai bagi Kantor SAMSAT Ogan Ilir 1 Bapenda Provinsi Sumatera 

Selatan mengenai aspek-aspek pelayanan berdasarkan kebutuhan dan 

harapan wajib pajak.  
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